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ABSTRAK 

Fauzul Hamdi Lubis1 
DR. Iman Jaubari, SH,M.Hum.2 

Arif, SH,M.Hum.3 

Tindak pidana Korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena 
yang meocemaskan, dengan kualitas yang semakin sistematis di setiap strata 
lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat karena 
menurut hipotesis Durkheimian yang mengkaji sebab-sebab korupsi mengatakan 
babwa transformasi masyarakatlab salah satu yang menjadi penyebab merosotnya 
moralitas. lndikator yang sangat terasa dari perlcma korups1 yang kini merajalcla 
terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan 
prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi clan tidak efektifuya 
pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) meoyebabkan makin meningkatnya beban yang harus 
ditanggung masyarakat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000, telah menyimpulkan, 
bahwa kerangka legal dalam praktek pengadaan barang pemerintah yang 
disajikan dalam Keppres tcrsebut justru membuka peluang yang besar bagi 
KKN. Sistem pengadaan barang yang dikembangkao dalam Keppres ini 
bersifat transparan, adiUtidak diskriminatif dan bertaoggungjawab. Namun 
yang terjadi adalah kebalikannya. misalnya proses pelaksanaan pengadaan 
barang yang sifatnya tertutup. Artinya mekanisme proses pengadaan barang 
berdasarkan Keppres tersebut hanya mengatur hubungao dua pihak saja yaitu 
antara pihak pemerintab (user) dan pihek swasta (provider). 

Dengan latar belekang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dalam 
penelitian ini diajukan permasa.lahan sebagai berikut: (I) Bagaimana bentuk-bentuk 
penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah ? (2) Bagaimana 
praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang clan jasa 
di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, (3) Bagaimana aspek-aspek hukum 
pembuktian delam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan 
jasa di Pengadilan Negeri Kuala Simpang. 

Penelitian ini menggunakan peodekatan penelitian yuridis nonnatif, karena 
mengutamakan tinjauan dari segi pereturan hukum yang menyangkut dengan 
Undang-undang tindak pidana korupsi. Dengan metode penelitian yang 
demikian dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan : (l) Upaya Penegakan 
Hukum delam Penanganan Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di 
Kabupaten Aceh Tamiang yang ditangani oleb Pengadilan Negeri Kuala Simpang 
dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai diatur dalam Pasal 3 

1 Peneliti 
2 Pembimbing I 
1 Pembimbing II 
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jo Pasal 18 ayat (I) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan etas Undang-undang Nomor 31 TahWl 1999 tentang 
Pemberantasan Tmdak Pidana Korupsi dan Pasal SS ayat (I) KUHPidana. (2) Praktek 
dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di 
jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan variasi yang 
beragam, sistem penunjukan langsung, penggunaan materiil yang tidak sesuai dengan 
spesifikasi dalam kontrak,(3) Aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan 
tindak pidana korup:.1 dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kuala 
Simpang telah sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur materiil sebagaimana diatur 
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat {l) huruf a.b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang
undang Nomor 20 Tahun 2001 teotang Perubahan ates Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1999. Ates dasar bukti-bukti tersebut Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah 
menjatuh.k.an bukuman penjara dan denda kepada para terdakwa. 

Kata-kata Kunci : 
I. Penegakan Hukum 
2. Tindak pidana Korupsi 
3. Pengadaan Barang dan Jasa 

Peneliti, 

Fauzul Hamdi Lubi.9 
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Tindak pidana Korupsi di Indonesia pada saat ini sudah menjadi fenomena 

yan g mencemask11n, dengan L.'ll81itas yang semakin sistematis d1 setiap strata 

lembaga-lembaga pemerintahan maupun dalmn kehidupan bcrmasyarakat karena 

menurut hipotesis Durltheimian yang meogkaji sebab-scbab korupsi mengatakan 

bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang meojadi peoyebab merosotoya 

moralitas dikalangan masyarakot. mungkin bisa dicontoh.kan disini bahwa peralihao 

suatu masyarakat dari tradisi penanian dan oelayan ke industri menyebabkan nilai

n ilai lama ikut berubah, dalarn proses perubahan yang berakselerasi dengan cepat itu, 

masyarakat meojadi tidak sabar, malas bclajar, dao akhimya meogambil jalan pintas 

untuk cepat berproduksi deogan cara uang suap dan sebagaioya.1 

lndikator yan g sangot terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat 

dari rendahnya kualitas pelayanan publik. reodahnya kualitas sarana dan prasarana 

yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dao tidak cfektifnya pengelolaan 

sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) menyebabkan makin meningkatoya beban yang hnrus ditaoggung 

masyarakat. 

1 Prarnono U.Tanthowi, dll .• PSAP Muhommadiyah, Jakaf1a. Juni 2005. halaman 8. 
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Sampai dengan Triwulan I tahun 2006, masalah pcnegak.an hukwn mesih saja 

menjadi topik sorotan masyarakat, sorotan tersebut tidak hanya karena perkara 

korupsi yang semakin meluas dan pelakunya yang semakin bemgam mulai dari 

kalangan Birokrat (Eksekutit), Legislatif dan Yudikatif sampai kalangan mesyarakat 

penyedia jasa, pelaku usaha/Bisnis yang mengakibatkan kerugian Negara yang sangat 

besar dengan menggwi.akan berbagai cara (modus operandi). 

Disisi lain li.inerja penegak hulrum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan 

maupun penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan korupsi/ koruptor tidak 

terlepas dari sorotan masyarakat terlebih lagi bila perkara tersebut berkaitan dengan 

hak-hak sosial mesyarakat dan hak ekonomi rnesyarakat Sekalipun sudah banyak 

kebijakan clan pembentukan lembaga untuk pemberantes korupsi, namun tindak 

pidana korupsi di Indonesia hingga hari ini masih merupakan jenis kejahatan yang 

paling sulit diberantas, haJ tersebut sesuai dengan basil Kongres PBB kc IV mcngenai 

The Prei't!nlion of Crime and Treatmenr of Offennders T ahun 1980, menyebutkan : 

Bahwa kejahatan korupsi adalah salah saru jenis kejahatan yang suli t 
dijangkau oleh hukum, karena aparat hukum relatif lidak berdaya atau tidak 
mempunyai kekuatan menghadapi jenis tindak pidana ini karena dua alesan 
utama yaitu pertama : kcdudukan ekonorni atau polilik yang kuat dari 
sipelaku, dan yang kcdua : keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mcreka 
lakukan itu sedemikian rupa. sehingga mengumngi kemungkinan mereka 
untuk dilaporkan atau di tun tut. 2 

Oleh karena itulah tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai 

kejahatan biasa a1can tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime) 

1 H.R. Emanto Socdamo, PeMgaHan Htd:wn di Indonesia, Preswi Pustab, Mei 2006, 
halaman I SO. 
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